Menimbang

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 September 2019 dan
Persetujuan Bersama Bupati Kubu Raya dan DPRD Kabupaten Kubu Raya tentang Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020
Nomor 900/2545/BPKAD-Angg 170/10/DPRD/2019 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor



Mengingat

1410/BPKPD/2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran
2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

NRLN-

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp 1.602.979.319.825,29
b. Belanja Rp 1.707.667.263.523,04
Surplus/ (Defisit) Rp (104.687.943.697,75)
c. Pembiayaan Daerah :
1. Penerimaan Rp 105.687.943.697,75
2. Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00
Pembiayaan neto Rp 104.687.943.697,75

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
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(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah Rp 180.106.506.920,29
b. Dana perimbangan Rp 1.094.872.708.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 328.000.104.905,00
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah Rp 132.337.271.000,00
b. Retribusi daerah Rp 9.007.389.540,29
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 4.643.414.250,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 34.118.432.130,00
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Rp 28.337.858,000,00
b. Dana alokasi umum Rp 818.472.628.000,00
c. Dana alokasi khusus Rp 248.062.222.000,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp 72.435.343.700,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Rp 68.622.773.205,00
c. Pendapatan Daerah Lainnya Rp 186.941.988.000,00
Pasal 4
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp 864.326.017.723,04
b. Belanja Langsung Rp 843.341.245.800,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai Rp 603.379.671.069,01
b. Belanja hibah Rp 24.078.200.000,00
c. Belanja bantuan sosial Rp 800.000.000,00

d. Belanja bagi hasil Rp 14.134.466.054,03



e. Belanja bantuan keuangan Rp 221.133.680.600,00

f. Belanja tidak terduga Rp 800.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai Rp 81.884.415.980,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 536.361.832.296,00
c. Belanja Modal Rp 225.094.997.524,00
Pasal 5
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 105.687.943.697,75
b. Pengeluaran Rp. 1.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 105.687.943.697,75
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 1.000.000.000,00
Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:
a. Lampiranl Ringkasan APBD;

b. Lampiran I Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran IlI Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. LampiranV Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;



i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

1. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan;

m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

n. Lampiran XIV  Rekapitulasi Anggaran Berdasar Rekening Mata Anggaran; dan

0. Lampiran XV  Alokasi Anggaran Berdasar Fungsi Pendidikan.

Pasal 7

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Desember 2019

Diundangkan di Sungai Raya BUPATI KUBU RAYA,
pada tanggal 18 Desember 2019 aling ttd
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA MUDA MAHENDRAWAN

ttd
YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (14/14/2019)



LAMPIRAN | : SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 16 Tahun 2019
e TANGGAL  : 18 DESEMBER 2019
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
No Urut Uraian Jumlah
1 2 3
1. PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
o 1 [ | Pendapatan Pajak Daerah 132.337.271.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.007.389.540,29
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.643.414,250,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 34.118.432.130,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 180.106.506.920,29
1.2 DANA PERIMBANGAN
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 28.337.858.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 818.472.628.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 248.062.222.000,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1.094.872.708.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah 72.435.343.700,00
1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 68.622.773.205,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 186.941.988.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 328.000.104.905,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.602.979.319.825,29
2, BELANJA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2141 Belanja Pegawai 603.379.671.069,01
21.2 Belanja Hibah 24.078.200.000,00
213 Belanja Bantuan Sosial 800.000.000,00
21.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 14.134.466.054,03
215 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 221.133.680.600,00
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 800.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG B864.326.017.723,04
22 BELANJA LANGSUNG
2.2, Belanja Pegawai 81.884.415.980,00
222 Belanja Barang dan Jasa 536.361.832.296,00
223 Belanja Modal 225.094.997.524,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 843.341.245.800,00
JUMLAH BELANJA 1.707.667.263.523,04
SURPLUS/(DEFISIT) (104.687.943.697,75)
3. PEMBIAYAAN DAERAH
341 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
311 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 105.687.943.697,75

SIMRAL Halaman : 1



No Urut

Uraian

Jumlah

2

3

3.2
3.21

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

105.687.943.697,75

1.000.000.000,00
1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

104.687.943.697,75

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
ttd
YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 16

esuai dengan aslinya
ian Hukum dan HAM
h Kabupaten Kubu Raya
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BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

SIMRAL

Halaman : 2




